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Abstract

Advocates hold a strategic position in the criminal justice system as law enforcers who function
to maintain a balance between state authority and the protection of suspects' rights, particularly
during the investigation stage. This study aims to analyze the position of advocates and the
effectiveness of their legal protection in investigative practice. This study uses normative legal
methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that
normatively advocates have received guaranteed legal protection through the right to immunity
and confidentiality of advocate-client relationships as regulated in the Advocates Law and
Constitutional Court Decision Number 26/PUU-X1/2013. However, in its implementation, this
protection has not been effective due to unclear boundaries of good faith, the dominance of
investigators' authority, and a legal culture that has not placed advocates as equal partners in the
criminal justice system. This study concludes that the gap between norms and practices has
resulted in a weakening of the advocate's function in ensuring due process of law, equality
before the law, and access to justice. Therefore, it is necessary to strengthen the consistency of
law enforcement and reconstruct the understanding of law enforcement officials regarding the
position of advocates in the criminal justice system.
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Abstrak

Advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai penegak hukum
yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak
tersangka, khususnya pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kedudukan advokat serta efektivitas perlindungan hukumnya dalam praktik penyidikan.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif advokat telah
memperoleh jaminan perlindungan hukum melalui hak imunitas dan kerahasiaan hubungan
advokat-klien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013. Namun dalam implementasinya, perlindungan tersebut
belum berjalan efektif akibat ketidakjelasan batasan iktikad baik, dominasi kewenangan
penyidik, serta budaya hukum yang belum menempatkan advokat sebagai mitra sejajar dalam
sistem peradilan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara norma dan
praktik tersebut berdampak pada melemahnya fungsi advokat dalam menjamin due process of
law, equality before the law, dan access to justice. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
konsistensi penegakan hukum dan rekonstruksi pemahaman aparat penegak hukum terhadap
posisi advokat dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Advokat; Penyidikan; Hak Imunitas; Perlindungan Hukum; Negara Hukum.
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1. PENDAHULUAN

Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam
sistem peradilan pidana Indonesia (Kohar, 2016). Kedudukan tersebut secara yuridis ditegaskan
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang
menyatakan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas, mandiri, dan memperoleh
perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya (Syahputra, 2015). Dalam kerangka sistem
peradilan pidana, keberadaan advokat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kewenangan
aparat negara serta sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia bagi pihak yang
berhadapan dengan hukum (Saepudin, 2024).

Peran advokat menjadi sangat krusial pada tahap penyidikan, yaitu fase awal dalam proses
peradilan pidana ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan mulai berhadapan dengan
kewenangan aparat penegak hukum (Sitompul, 2026). Pada tahap ini terdapat potensi
ketidakseimbangan posisi antara penyidik dan tersangka, sehingga diperlukan pendampingan
hukum untuk memastikan terpenuhinya prinsip due process of law (Deferman Halawa, 2025).
Hak atas bantuan hukum juga dijamin dalam Pasal 54 KUHAP yang memberikan hak kepada
tersangka untuk didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Yustisia, 2016).
Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping, tetapi juga sebagai
pengontrol agar tindakan penyidikan tetap berada dalam koridor hukum (Jaya et al., 2025).

Namun demikian, implementasi perlindungan terhadap advokat dalam praktik penyidikan
masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas (Arifin, 2024). Dalam
beberapa kasus, advokat menghadapi pembatasan akses terhadap klien, hambatan dalam
menjalankan fungsi pembelaan, hingga risiko kriminalisasi ketika menjalankan tugas
profesinya. Salah satu contoh yang menunjukkan kondisi tersebut adalah penetapan status
tersangka terhadap advokat LBH Yogyakarta dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, yang
kemudian dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Peristiwa tersebut
memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap advokat belum sepenuhnya efektif dalam
praktik penegakan hukum (Ismail et al., 2025). Namun demikian, persoalan utama tidak
terletak pada kasus individual, melainkan pada belum konsistennya penerapan jaminan hukum
bagi advokat dalam proses penyidikan (Arief & Ambarsari, 2018). Secara normatif,
perlindungan hukum bagi advokat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013
yang memperluas ruang lingkup hak imunitas advokat tidak hanya dalam persidangan, tetapi
juga dalam pelaksanaan tugas profesi di luar persidangan, termasuk pada tahap penyidikan
(Arif, 2018). Hak imunitas tersebut memberikan perlindungan bagi advokat agar tidak dapat
dituntut secara perdata maupun pidana sepanjang menjalankan tugas dengan iktikad baik dalam
rangka pembelaan klien (Winata & Dewanto, 2020). Meskipun demikian, batasan konsep
“iktikad baik” serta mekanisme implementasi perlindungan tersebut masih menimbulkan
perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum (Feliks, 2024).

Kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi tersebut menunjukkan bahwa
perlindungan hukum terhadap advokat pada tahap penyidikan masih menghadapi problem
struktural, normatif, dan kultural dalam sistem peradilan pidana (Sari, 2025). Kondisi ini
berimplikasi pada belum optimalnya peran advokat dalam menjamin keseimbangan proses
penyidikan serta perlindungan hak tersangka. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih
mendalam mengenai kedudukan dan perlindungan hukum advokat pada tahap penyidikan guna
memastikan efektivitas prinsip due process of law, equality before the law, dan access to justice
dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kedudukan advokat serta bentuk perlindungan hukum yang
diberikan dalam pelaksanaan tugas profesinya pada tahap penyidikan. Kajian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas posisi advokat sebagai bagian dari
sistem peradilan pidana serta memperkuat wacana perlindungan profesi advokat dalam
perspektif negara hukum.
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2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang
menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur
kedudukan serta perlindungan hukum advokat dalam menjalankan profesinya pada tahap
penyidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui pendekatan perundang-
undangan, penelitian ini menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan profesi advokat,
khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013.
Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang
relevan, seperti kedudukan advokat sebagai penegak hukum, hak imunitas, serta perlindungan
hukum dalam perspektif negara hukum.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan
yang berkaitan dengan objek kajian, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari berbagai
referensi ilmiah, seperti buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum
yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh
pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. melalui proses
identifikasi, interpretasi, dan sistematisasi norma hukum guna memperoleh pemahaman yang
komprehensif mengenai kedudukan advokat dan perlindungan hukum yang diberikan dalam
pelaksanaan fungsi pembelaan pada tingkat penyidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Advokat dalam Penyidikan

Advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang independen sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Laksono, 2021). Kedudukan tersebut menempatkan advokat sebagai bagian integral dari
sistem peradilan pidana yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan
perlindungan hak individu dalam proses hukum (Suryani, 2025). Dengan demikian, advokat
tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen
pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum (Sarifudin & Rahim,
2023).

Dalam tahap penyidikan, kedudukan tersebut menjadi semakin penting karena
tersangka berada dalam posisi yang rentan terhadap ketidakseimbangan relasi kuasa dengan
penyidik. Oleh karena itu, kehadiran advokat berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk
memastikan bahwa tindakan penyidikan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak
melanggar hak-hak prosedural tersangka (Mawagqif et al., 2025). Dalam konteks ini, advokat
berperan sebagai bagian dari prinsip checks and balances dalam sistem peradilan pidana (Lubis
et al., 2025). Hak atas bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP memperkuat posisi tersebut
dengan memberikan jaminan pendampingan sejak tahap awal pemeriksaan (Siddiq & Salam,
2025). Namun, makna bantuan hukum tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik advokat,
melainkan mencakup fungsi substantif berupa perlindungan hak tersangka, pemberian nasihat
hukum, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan prosedur pemeriksaan (W. A.
Wijaya & Setiawan, 2025).

Dengan demikian, kedudukan advokat dalam penyidikan tidak dapat dipahami secara
formalistik, melainkan sebagai elemen penting dalam menjamin proses peradilan yang adil (fair
trial) dan seimbang (Tanmadibrata, 2026). Pelemahan peran advokat pada tahap ini
berimplikasi langsung terhadap meningkatnya risiko pelanggaran hak tersangka dan
ketidakseimbangan proses penegakan hukum (Jaya et al., 2025).

Perlindungan Hukum Advokat pada Tahap Penyidikan

Perlindungan hukum terhadap advokat merupakan konsekuensi dari kedudukannya
sebagai penegak hukum yang independen. Perlindungan tersebut bertujuan menjamin agar
advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan tanpa tekanan, intimidasi, maupun intervensi dari
pihak manapun (Langgeng, 2018). Secara normatif, perlindungan ini bersumber dari Undang-
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Undang Advokat, KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013 yang
memperluas ruang lingkup perlindungan hingga tahap penyidikan (Yustisia, 2016). Salah satu
bentuk utama perlindungan tersebut adalah hak imunitas advokat, yaitu perlindungan dari
tuntutan pidana maupun perdata sepanjang tindakan dilakukan dalam rangka pembelaan klien
dengan iktikad baik (C. Wijaya et al., 2019). Hak ini bersifat fungsional, bukan absolut,
sehingga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum
apabila terjadi penyimpangan di luar fungsi profesi (Nurhidayah, 2023).

Selain itu, perlindungan juga mencakup kerahasiaan hubungan advokat dan klien
sebagai bagian dari jaminan pembelaan yang efektif (Rizalde et al., 2025). Kerahasiaan ini
menjadi elemen penting dalam tahap penyidikan karena berkaitan langsung dengan strategi
pembelaan dan perlindungan hak tersangka (Firdaus, 2021). Pelanggaran terhadap prinsip ini
dapat mengganggu fairness dalam proses pemeriksaan dan merusak prinsip fair trial (Aristias &
Lewoleba, 2025). Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum advokat masih
menghadapi persoalan implementatif. Instrumen hukum yang telah tersedia belum sepenuhnya
berjalan efektif dalam praktik, terutama terkait pembatasan akses advokat, ketidakpastian
penerapan imunitas, serta potensi kriminalisasi dalam pelaksanaan tugas pembelaan
(Suharyanto, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada
ketersediaan norma, melainkan pada konsistensi penegakannya.

Hambatan Implementasi Perlindungan Advokat

Hambatan perlindungan hukum advokat bersifat multidimensional, mencakup aspek
normatif, struktural, dan budaya hukum. Dari aspek normatif, permasalahan utama terletak
pada ketidakjelasan batasan “iktikad baik” dalam penerapan hak imunitas, yang menimbulkan
ruang interpretasi berbeda dalam praktik penegakan hukum (Ilyas, 2019). Ketidakjelasan ini
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penerapan yang tidak
konsisten (Pangaribuan, 2024). Dari aspek struktural, terdapat dominasi kewenangan penyidik
dalam proses pemeriksaan yang memengaruhi ruang gerak advokat. Kondisi ini sering kali
berdampak pada terbatasnya akses advokat terhadap klien, meskipun secara normatif hak
tersebut dijamin (Rizkyta & Dhani, 2023). Ketidakseimbangan ini menunjukkan belum
optimalnya implementasi prinsip kesetaraan dalam proses peradilan pidana. Dari aspek budaya
hukum, advokat masih sering diposisikan sebagai pihak yang berlawanan dengan aparat
penegak hukum, bukan sebagai bagian dari sistem peradilan yang saling melengkapi (Kafrawi
et al., 2023). Pandangan ini melemahkan fungsi advokat sebagai mekanisme kontrol dalam
sistem checks and balances (Hamonangan, 2024). Akibatnya, relasi antar penegak hukum
menjadi tidak setara secara fungsional.

Adapun kasus advokat LBH Yogyakarta dapat dipahami hanya sebagai ilustrasi
terbatas mengenai potensi kriminalisasi terhadap advokat dalam praktik penyidikan. Namun,
inti permasalahan bukan terletak pada kasus individual, melainkan pada pola sistemik yang
menunjukkan belum kuatnya perlindungan advokat dalam praktik penegakan hukum (Ismail et
al., 2025).

Implikasi terhadap Negara Hukum

Dalam perspektif negara hukum, keberadaan advokat merupakan bagian penting dari
prinsip due process of law, equality before the law, dan access to justice (Khalil, 2023).
Perlindungan terhadap advokat tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan profesi,
tetapi juga untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tidak berat
sebelah (Fardiansyah, 2025). Pembatasan terhadap peran advokat dalam penyidikan
berimplikasi langsung terhadap melemahnya kontrol terhadap kewenangan negara serta
menurunnya kualitas perlindungan hak tersangka (Herman et al., 2025). Oleh karena itu,
penguatan perlindungan hukum advokat merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya sistem
peradilan pidana yang berkeadilan dan berimbang.
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4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap advokat pada tahap
penyidikan belum efektif karena adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan
implementasinya dalam praktik. Masalah utama terletak pada ketidakjelasan batas penerapan
hak imunitas, dominasi kewenangan penyidik dalam proses pemeriksaan, serta belum
terbentuknya budaya hukum yang menempatkan advokat sebagai mitra sejajar dalam sistem
peradilan pidana. Implikasi paling signifikan dari kondisi tersebut adalah terganggunya fungsi
advokat sebagai pengawas proses penyidikan dan pelindung hak tersangka, sehingga berpotensi
melemahkan prinsip due process of law, equality before the law, dan access to justice. Hal ini
menunjukkan bahwa perlindungan advokat tidak hanya berkaitan dengan aspek profesi, tetapi
merupakan elemen fundamental dalam menjamin kualitas sistem peradilan pidana yang adil
dan berimbang. Dengan demikian, diperlukan penguatan kepastian norma, peningkatan
konsistensi penegakan hukum, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum dalam
memandang advokat sebagai bagian yang setara dalam sistem peradilan pidan
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